


BUPATI KONAWE
PROVINSi SULAVVESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 10  TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERAS10NAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA ESA,

Menimbang : a.

a.

Mengingat : 1.

BUPA■ KONAWE

bahwa   dalam mngka   meningkatkan eflsiensi dan
enivias pen_an Rerlcana Keria Pembangunan
Daerah (RKPD)Kabupaten Konawe, dipandang pedu
mengatr dan menebtt Shttb「 (み聰田dOnal ProsedLtF
(SOD ReFCana Ktta R鋼 口baヽ:urBn D鵬 層由 (R国門聯
Kabupabn Konawe;
ban be鋼彙蟹受露tan pedttnわ angan seわagalmana dmaksud
htta,pettu― pkm Fモ照aLran日旧甲日饉Konawe:

U「憾an9 - Unag Nh 29 bhtn 1959 -
Pembenmkan Damh4饉 濃〕h Tlngka li di tta祀駐:
(Lembar Negaに RI Tahttn 1959 Nomor 74 Tambahan
鶴戯田田義響緯 烈 NomOr 1822〉
2. Undang_undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern
Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara
Republik lRdonesia Tahun 2004 Nomo「 104, Tambahan
LeFnbaran Negara Republik lndonesia Nomo「

“

21):
Undang‐Undang  Nomo「  33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan
Pemedntalun Daerah (Lembaran Negam Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran
N∞ara Reptlblik[ndonesta Nomo「 4麟3助 :

Undang―Undang  Nomor  12  Tahun  201l  t】 ■an9
Pembentukan Peraturan Perundang… undangan(Lembaran
N陸9ara Republik indonesia Tahun 201l Nomor 82,
丁ambahan Lembaran Negara Repub:ik indonesia Nomor
5234):

Undang―じ腱 ang Republik indinesia Nomor 23 Tahun 2014
tenねng Pernenntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 2441 Tambahan

5.



Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5578)i
6. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2004 tentang
perubahan nama Kabupaten Kendan meniadi Kabupaten
Konawe (Lembaran Negara Republik indonesia  Tahun
2004 Nomor103):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerpan Standar Pelayanan
Minimal(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2005 Nomor 150,丁ambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4585)i
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemettntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomo「 165,Tambahan Lembattn
Negara Republik lndonesia Nomor 4593);
9. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahi
Pemenntahan Daerah Provlnsi dan Pemerlntahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran NegaFa Repub‖ k lndonesia
Tahun 2007 Nomo「 82, Tambahan Lembatt Nq9ara
Nomor 4737)|
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsenhsi dan Tugas Pembantuan(Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran NegaFa Repじ bl:k indonesia Nomo「 4816):
11.Peraturan Pernenntah Nomo「 8 丁ahun 2008 tentang
Tahapan, 丁ata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik!ndonesia Tahun 2004 Nomor
21, 丁ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4817):
12.Peraturan Presiden Nomor l Tahun 2007 勧 tang
Pengesahan Pengundangan, Penyebarluasan Peraturan
Perundang―undangan:
13.Peduran Menteri Dalam Negett Nomor 15丁 ahun 2∞6
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah:
14.Peraturan Menteri Dalam NegeFi Nomo「 16 Tahun 2∞6
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah:
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah:
16.Peduran Mente」  Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomo「 PER/217M.PANノ11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operaslonal ProsedLEF (SOP)
Adnllnistrasi Pemerintahan;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo「 54丁ahun 2010
Temng Pelaksanaan PentuFan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Taね cara Penyusunan,
Pengendalian,  Dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana
PembanguRan Datth:
18.Peraturan Ment新 Dalarn Negtt NomoF 52 Tahun 2011
Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan



Menetapkan

Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota:

19. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Refomasi Btrokrasi Repubiik!ndonesia Nomor 35 Tahun
2012 Tettng Pedoman Penyusunan Standar operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan:
20.Peraturan Mertteri Dalam NegeFi Rerblk indOlrЮd嬢
NorF10r l Tahun 2014 T劇劇壼鳴  Pemb臨燒tttkan PFOd漱
Hukum Daerahi
21.― n 郷腱膚彗轟 Ddam Negerl Republik indonesia
劉bttI1 27 輸 機 2014可k汀載ang 春モКkxnan Penyusunan,
Pengendaiian Dan Evaluasi Rencana Ketta pembangunan
Daerah Ta懸 2015:
22.軸 ran助げah熙議暉鰤帥 К覇制時 N動剛r13百静晰
2013 tenteng Rencana pembangunan Jangka renengah
軸 曇〈F薔乳調覇E))絶

…

纂bna閣湾→Taれun 2013-2018.
23.― D嘲日ηれ 萎轟誡椰日無鶏

…

NOmЮ『 l Tahun
2013 bntang  Plerubahan  Ketiga  peraturan  Daerah
Kabupatm Km― No-13τ 繭 2007憮離 彎
Sustfrlan O暉 醸 離 ic麟 Tab質尋 警 階 曲 警 職 し
Daerah,

職

…

翻 :

: P≡LTURAN BUPATl KO将 AWE ttENTANO STJANDAR
OPERAStONAL PROSEDUR PENYuSuNAN RENCANA
KER議員PE疇 申 DAEtt          KO耐 い醸嘘三

BABl
報F薇三ヽ再Utt UMUM

Pasa1 1

Dalarn Peraturan Bupatiini yang dimaksud dengan:

1_ G鮨に諄ah adalah Kabupaten Konawe`

2. Pemerinth Daerah adalah Perneritth Kabupaten KOnawe.

3. Bupati edalah Butiい。

4. Badan Perencarlaan:■ 封■battnan Ekttrah ya臓 9 sel綺国mva c爆讀餞xtt DAPEDA
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe.

5.轡 BAPPmA劉 裁由 Kepala BJan P― man P… unan D―h
Kabupaten Konawe.

6. Perenm―n Pemba_― ha_襲 慶腱 pr。― 1呻彎騨測巌議 七島琴溜ト

崚hapan k曙爾 澤鴨

―

麹 崚 頭 t―rpm― 隆甲 議 範 鉾 薇

dalamnya guna pernani凛威att dan penttan strrnber dea yang adac濃 磐鋪

驀  n腱輔褻薬瀾滋an 為∝埒岬陽雷踊m tt dam ― tu lingkungan
曲

…

h ttlam螂 糧 軸
―
tu.



7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selaniutnya disebut
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 oima)tahunan.

8.  Rencana Keria Pembangunan Daerah yang selattutnya disebut RKPD adalah
dokumen perencananaan daerah untuk pe薇 ode l(satu)tahun.

9. Rencana KOrla Satuan Ketta perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Satuan Ketta Perangkat Daerah untuk pe甫 ode l(satu)tahun.

10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah foruFn anね r pemangku
kepentingan dalam rangka Fnenyusun rencana pembangunan daerah.

11.Pemangku Kepentingan adalah pihak―pihak yang secara langsung atau tidak
langsung  mendapatkan  manfaat  atau  dampak  dari  perencanaan  dan
pelaksanaan pembangunan daeFah.
12.Shndar Ope目 誌ional Prosed『 団 adalatt serangb醒靡hJ■来豆 tョ由醸じ yang
dibakukan  mengenai  berbagai  proses  penydenggaraan  adrninistrasi
pemen山薇ョn′ buaimana dan lopan harus dlaku機 ョn′ dilnana dan deh siapa
dilakukan.

BAB II

STAN DAR OPEMSIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Tim Perumus menyiapkan draft rancangan awal RKPD tahun yang akan datang
dengan mengacu kepada RPJMD.

(2) Draft rancangan awal RKPD diserahkan kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 3

(1) Kepala BAPPEDA mempelajari materidraft rancangan awal RKPD.

(2) Kepala BAPPEDA menetapkan rancangan awal RKPD.
(3) Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan awal RKPD kepada Kepala SKPD

sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD.

Pasal 4

(1) Kepala SKPD mempelajari rancangan awal RKPD.

(2) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Rencana Kerja SKPD dengan
memperhatikan dan mengacu kepada rancangan awal RKPD.

(3) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Rencana Kerja SKPD kepada Kepala
BAPPEDA.

Pasal 5

(1) Kepala BAPPEDA menghimpun rancangan Rencana Kerja SKPD.



(2) Kepala BAPPEDA mengkoordinasikan rancangan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah dengan rancangan Rencana Kerja SKPD bersama-sama Kepala SKPD.

(3) Hasil koordinasi Rancangan RKPD dengan Rencana Kerja SKPD ditetapkan
menjadi rancangan akhir RKPD.

Pasal 6

(1 ) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
RKPD.

(2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD diikuti oleh seluruh pemangu
kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah.

(3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD menggunakan bahan
pembahasan rancangan akhir RKPD.

(4) Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD menetapkan rekomendasi,
masukan dan pertimbangan penyempumaan terhadap rancangan akhir RKPD.

(5) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD diserahkan kepada
Kepala BAPPEDA sebagai bahan penyempumaan rancangan akhir RKPD.

Pasal 7

Kepala BAPPEDA menugaskan Tim Perumus untuk menyempurnakan rancangan
akhir RKPD sesuai dengan rekomndasi, masukan dan pertimbangan-pertimbangan
hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD.

Pasal 8

(1) Tim Perumus menyiapkan rumusan akhir RKPD berdasarkan hasil Musyawarah
Perencanaan Pembangunan RKPD.

(2) Tim Perumus melaporkan dan menyerahkan rumusan akhir RKPD kepada
Kepala BAPPEDA.

Pasal 9

(1) Kepala BAPPEDA mempelajari rumusan akhir RKPD.

(2) Kepala BAPPEDA melaporkan rumusan akhir RKPD kepada Bupati.

(3) Kepala BAPPEDA memohon penetapan rumusan akhir RKPD menjadi
ketetapan.

Pasal 10

(1) Bupati menetapkan rumusan akhir RKPD menjadi RKPD dengan peraturan
Bupati.

(2) Bupati menyerahkan RKPD kepada Kepala BAPPEDA.



(3) Bupati memerintahkan kepada Kepala BAPPEDA untuk menyebarluaskan
Peraturan Bupati tentang RKPD kepada masyarakat untuk diketahui.

Pasal 11

(1) Kepala BAPPEDA menerima Peraturan Bupatitentang RKPD.

(2) Kepala BAPPEDA menyiapkan tindak lanjut penerapan RKPD.

Pasal 12

Format Standar Operasional Penyusunan RKPD sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Penyusunan RKPD wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung
pelaksanaannya.

(2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Penyusunan RKPD wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal
dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan naskah dinas.

(3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Penyusunan RKPD wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

(4) Setiap pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Penyusunan RKPD memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bidang
perencanaan pembangunan daerah.

(5) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Penyusunan RKPD wajib menguasai teknologi dan mampu mengoperasikan
peralatan teknis perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Penyusunan RKPD, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana
pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dioperasionalkan secara khusus untuk penyusunan RKPD secara efisien, efektif



dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap tahapan
kegiatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati
ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan"

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
jni dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Padatanggal,>O- E 2A15

BUPATI KONAWE.

KERY SAYFUL KONGGOASA

躙器
d iU寧
卜節5

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

IFL ACHttAD SETIAWAN
Pembina Utama Madya.6ol.:Vrd
NIP.195508031985031010                             1

BERI丁A DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR:



LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL

PERATURAN BUPATI
KONAWE
TAHUN盛013
AGUSTtJS 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KONAWE

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatim

28 Agustus 2015

'Ianggal

Revisi
「Fanggal

Ettklf

l Septcmbar 2015

Disahkan olch Bupati Kona.rve

Nama SOP Stendar Opersional Prosedur Rencana Ker.ia Pemerintah Daerah

Dasar Hukum : KualirlkasI Pelaksana:

Undang-tJndarrg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonror 54 Tahun 2010 ilentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 Tentang Tahapa:r,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksarlaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor -{2 Tahun 201I Tentang Standar
Operasir:nal Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan
Kabupateni Kota
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur: Negara Dan Refonrrasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 'l'alrun 2012 Tentang Pedoman Penl'usunan
Standar Operasional Prosedur Aclministrasi Pemerintaha-n.

Peraturan Daerah Kahupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten KonawB Nomor 13

Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah.

１
■

●
４

a. memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjalrg
tugas ;

b" memahami dengan baik ketentuan yang ber:laku dalam prelaksanaan

kegiatan ;

c. memahami dengan baik peraturan perundang-undlangan peroncanailn
pembangunan daerah;

d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapiur
kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.

e" memiliki kompetensi sesuai bidang tugasn,vd.



Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :

Peraturan Perurtdang-Uundangan lentang Perencanaan Pembangunan.
SOP SKPD sebagai tindak lar{ut'Iugas Pokok dan Fungsi. a. perangkat pendukung pengolatran data;

b. perangkat komputer.
c. filling cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen ;

Peringatan: Pencatatrn dan Pendataan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan jika tidak ditaksanakan akan
mengakibatkan ketidak pastian, ketidak sinkronan dan ketidaktepatan waktu
dalarn pelaksanaan kegi atan pemerintahan daerah.

a. dokumentasi arsip perencanaan pembangunan ;

b. dokumentasiilaporan penyusunan rencana kerj a pembangunan daerah..

N0 AKTIVITAs

PELAKSANA MUTU BAKU

KET,Tlm
Perumur

Kep■1聴

BAPPEDA
Kepala
SKPD

Prmangku
Kepenting

on

Bupatl Persytratan/
kelengkapan

WIlktu Output

l 2 4 5 6 7 8 9 10

l Tim Perumus menyiapkan draft
reancangan awal Rencana Ke{a
Pernbangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten tahiur yang akan
daiang mengacu kepada Rencana
Pernbangunan Jangka Menengah
Daerah dan menyerahkan kepada
Kepala B.APPEDA, ロ

ト

RPJヽ4D 1 7 hari Draft RKPD tahun
depan

Bulan
Jauuari
tahun

be{alan

2 Kepala BAPPEDA
mempelajari dan menetapkan
rancangan arval Rencana
Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten.

Drat RKPD tahun
depan

7 hari Rancangan Awal
RKPD tahun
depan｀

3 Kepala BAPPEDA
menyampaikan rancangan | ト¬

Rancangan Awal
RKPD tahun depan

3 hari Surat pengantar
Rancangan Awal



awal   Rcncana   Kcria
l)cnlbangunan        I)acrah

Kibtipttcn kepada Kcpala
SK PI),

RKPI)tahtin

dcpan

4 Kepala SKPD menrpelajari
rancilnBan arval f{encana
Kc{a. Pemttttngunan Daerah
Kabupaten dan menyiapkan
rancangan R encana l(er.ia
SKPD dengan nlengacu
ranc.rngan arval Rencana
Kcrjn Ilembangunan Daerah

―
―
上
▼

Surat pengantar
dan Rancangan

Aival RKPD tahun
dePan

21 1lari Rancangan Itenja
SKPI) tahun

depan

〔
Ｄ Kcl)ala SKPD mcrlytllmpaikan

ranc(lngan Rcncana Keria
SKPI)  kepa(濃   Kepala
BAPPEDA

↓
―

[IIIIIII]

Rancangan llenja
SIiPD tahun depan

3 hari [Iilmpunan

R額lcangan Rcrlia

SKPI)tJlun

dcpall

6 Kepala BAPPEDA
tnengoordinasikan rancangan
Iiencana Keria Pembangunan
Daerah Kerbupaten dengan
rancongan Rencana Kerja
SKPI) bersame-sama Kepala
SKPD menghasilkan
rancoilgan akhir RKPD.

ｉ
ｌ
ｉ
ｌ
▼

眸 「

―

IIinlpullan

Rancangan Renia

SKPD tallun dcpan

21 hali Rancangan akhir
RKI,D tahun

depan

7 Penyelenggzraiin
Musyarvaratt Perencanaan
Pt:mhangunan RKPI)
Kabr,rpaten dengan bahan
rancailgan akhir Rencana
Korla Pembarigrnan Daerah
Kabupaten difasilitasi
IlilPlltiDA Pruvinsi dan hasilnla
diser{hkan kepada Kepala
llz\PI'>EDA.

サ

―

El

Rancangan akhir
RKPD tattun depan

April

搬hun

belalctn

Rekorrrendasi,
masul<an dan

perl.irrhangan-
pertimbangan

penyempurnaen
RKPD



8 Kepala BAPPEDA
menugaskan Tim Perumus
menyiapkart rumusan akhir
Rencana Kerja Pembangunan
Daerah KaLrupaten,

「

Rekonrendasi,
masukan datr

pertimbangan-
pertimbangan

penyempufnaan
RKPD

3 hari Penugasan
pembuatan

rumusan akhir
RKPD tahutt

depan

9 Tim Perufnus menyiapkan
nlmusan akhir Rencana Kerja
Pembangunan Daerah dengan
bahan dasar Hasil
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan RKPD
Kabupaten.

Rancangan RKPD
dan hasil

Musrenbang dan
penugasan dari

Kepala BAPPEDA

21hび i I{unrusan akhir
RKPD tahurt

depan

Tim Perumus melaporkan dan
menyerahkan rumusan akhir
Rencana Keria Pembangunan
Daerah KatrtrPaten diserahkan
kepada Kepala BAPPI]DA.

+

r:t-
Run-rusun akhir

IdKPD tahun depan
6 hari Laporan dan

penyerahan
Rurnusan Akhir

RKPD tahurt
berjalan

Kepala BAPPEDA
mempelaiari Rumusan akhir
Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten dan
melaporkan kePada Buapti
untu k mendapat penetapan.

I
[-J-

Rumusan akhir
RKPD tahun depan

3 hari Laporan kesiapan
Rumusan Akhir

RKPD tahurt
depan

Bupati menetapkan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah
dengan Peraturan Bupati, dan
memerintahkan kepada
Kepala BAPPEDA untuk
mensosialisasikan kepada
rnasyarakat untuk diketahui.

「

Laporan dan

Rumusan Akhir
RI(PD tahun depan

6 hari Peraturan Bupati
tentang RKPD

tahun depan

t*l

¬



●
ｊ Kepala BAPPEDA menerima

Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pembangunan
Daerah rtntuk
disosialisasikan.

Perbub tentarg
RIilrD tahun depan

3 hari Tindak lanjut
penetapafl Ferhub

tenta(g RKPP
tahun depan

BUPATIKONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA


